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PéDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN !
DAN BELANJA NAGOR.I TAHUN ANGGARAN 2015
R

DE&GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
e [ BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan keuangan nagori disertai

) : dengan sumber —sumber pendapatan dan belanja nagori yang

, ¢ akan dituangkan dalam Peraturan Nagori tentang Pedoman

o : .~ Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori Tahun
' ' : Anggaran 2015.

. b. bahwa* berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

" ¢ pada huruf ”a” diatas dipandang perlu membentuk Peraturan
; Bupati Simalungun tentang Pedoman’Penyusunan Anggaran
: Pendapatan dan Belanja Nagon Tahun Anggaran 2015.

4 Mengingat 1 .Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
¢ Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam -

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

T oKARINI TELAH DIEKSAMINAS! | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

| OLEHKABAG, HUKUM SETKAB.2] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
SIMALUNGUN ' YNegara (Lembaran Negara Republik ; Indones1a Nomor 47,

THOMOR: 20 [fuic-anic - | Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
I"~aneGal. |  ParAF 3] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
; 74( i |Keuangan antara Pemerintah Pusat dani Pemerintahan Daerah
| 93_1- 20K ~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 126,
- " Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
¥ 4 Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

{ : ¢ Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik
¢ Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

v ~ Republik Indonesia Nomor 5234);

) : 8. Undang—Undang Nomor 6 Tahun/ 2014 tentang Desa
> ' , (Lembaran Negara Republik Indonesia’ Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
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6.f'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcnténg Pemerintahan

‘Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
:Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah d1ubaE; dengan Peraturan
Pemermtah Pengganti Undang-Undang Npmor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Und g Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang.

Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik-
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tghun 2014 tentang

Peraz.:'?' an Pelaksanaan Undang Undang ] Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
:Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
:Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Nomor 5558); ‘

10. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang-

‘Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );

11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Nagori i:(Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 13 seri "D”
‘Nomer 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun

‘2006 tentang Keuangan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten
‘Simalungun Tahun 2006 Nomor 14 seri “D” Nomor 14);

13. Peraturan Daerah Kabupaten S1malungun Nomor 17 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Simalungun (Lembaran Paerah Kabupaten

- SXAFINI TELAH DIEKSAMINAS
OLEH KABAG, HUKUM SETKAB.
SIMALUNGUH .

ebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan

‘ imalungun Tahun 2008 Nomor 17 Sen “D” Nomor 16)
}E’e aturan Daerah Kabupaten S1ma1ungun Nomor 3 Tahun

'NOMO&i ﬁoﬂ

TANGGAL

PAKAF

014 tentang Perubahan keempat atag Peraturan Daerah
abupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang

%

23 \-2018

Al

rganisasi dan Tata Kerja Perangkat '‘Daerah Kabupaten ;,,_
Bimalungun ~ ( Lembaran Daerah Kabupaten b1malungunl‘

O

“Tahun 2014 Nomor 3 Seri “D” Nomor 3 ) ;-

14, Pera ran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabu%aten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
:Daerah Kabupaten Slmalungun Tahun 2014 Nomor 6 Seri D
Nomor 6);

15, Peraturan Menteri - Dalam :Negeri Nomor 26 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah,;

" 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006

‘tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah
‘Kabupaten/Kota kepadaDesa;
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17. Peraturan Menteri Dalam Negen Nom,or 32, Tahun 2006
: tentang Pedoman Administrasi Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

~ ‘tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan BupatiSimalungun Nomor 3
;Tahlﬁl 2009 tentang Rincian Tugas, Fuiigsi ‘dan Tata Kerja
Pada Organisasi Lembaga Tehnis Daerah ' Kabupaten
‘Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalugun Nomor 20);

20. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 01 Tahun 2015 tentang
‘Alokasi Dana Nagori dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 237 );

21.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 02 Tahun 2015 tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Nagori serta
Tunjangan Maujana Nagori 'di Kabupaten Simalungun Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun
Nomor 238 );

22. Peraturan Bupati Simalungun Nomor Oﬂ( "Tahun 2015 tentang
Dana Desa di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015
(Benta Daerah Kabupaten Simalungun Nomor Al

. ' MEMUTUSKAN:

Menetapkan::- PERATURAN BUPATIL SIMALUNGUN TENTANG PEDOMAN

" ZKAH INI TELAH DIEKSAMINASI
_ OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. NAGORI TAHUN 2015.

o G MALUNGUN ? -

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA -

. ' BAB 1
TNOMCOR:  20/¥uk- 205 ... :
TANGGAL " PAKAF , KETENTUAN UMUM 1y
B e . S
I 74/ i Pasal 1 e
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Nagori adalah nagon dan nagori adat atau yang disebut dengan nama lain,

- selanjutnya dlsebut Nagori, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk n!iengatur dan mengurus
urusan pemermtahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemenntahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahaii Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Nagori adalah Pangulu atau vang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat- Nagori sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Nagori. + :

Maujana nagonNagon atau yang disebut dengan ngma lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Nagori berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

Keuangan Nagori adalah semua hak "dan ‘kewajiban Nagori yang dapat.
dinilai dengan uang seérta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagori.
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dhangan Nagori adalah keseluruhan'kegiatan yang meliputi
- _ perencanaan,  pelaksanaan, = penatausahaan, . pelaporan, dan
s ﬂ pertanggungjawaban keuangan nagori. -

" 6. Pengelolaan Kéu

7. Rencana Kerja Pemerintah Nagori, selanjutnya disebut RKPNagori, adalah
- : penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagori untuk
' jangka Waktu 1 (satu) Tahun.

- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori, selanJutnya disebut APBNagon
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagori.

9. Dana Nagori adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagori yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupqten/ Kota dan digunakan

untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, - dan pemberdayaan
masyarakat.

- 10. Alokasi Dana Nagori, selanjutnya dlsmgkat ADN, adalah dana perlmbangan
' yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belama; ‘Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

12, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagon adalah Pangulu atau
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyau kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagori.

13. Pelaksana Tekms Pengelolaan Keuangan Nagori yang selanjutnya disingkat
2 PTPKN adalah unsur perangkat nagori yang membantu Pangulu untuk
‘ melaksanakan pengelolaan keuangan nagori.

14. Sekretaris Nagori adalah bertmdak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan ketiangan nagori. . i

4y

. i
15. Kepala urusarij adalah unsur dari pelaksana tekms keg1atan dengan
bidangnya.

a adalah unsur staf sekretariat nagori yang memb1dang1 urusan

; RAR INITELAH DIEKSHiASstrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan nagori.
OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. !

SMALUNBPNRekenin = Kas Nagori adalah rekening tempat menylmpan[ - uang
UHORY _zo(h‘c_gg'lgemerintahan nagori yang menampung seluruh penerimaan nagori dan
"ANGGAL paigEnalan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagori pada bank yang

©f

| }4/ ditetapRan
23-\-20¢ /18 Penerimaan Nagori adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan
hagori yang masuk ke APBNagori melalui rekening kas nagori.

19. Pengeluaran Nagori adalah Uang yang d1ke1uarkan£ dan APBNagon melaluai
rekening kas nagori.:

20. Surplus Anggaran Nagon adalah selisih lebih antara pendanatan nagori
dengan belanja nagori.

21. Defisit Anggaran Nagon adalah selisih kurang antara pedapatan nagori
dengan belanja nagori.

.22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya, d1s1ngkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

23. Peraturan Nagori adalah peraturan pemndang—undangan vang dltetapkan :
oleh Pangulu setelah dibahas dan disepakati bersama Maujana nagori.
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(1)

(2)

(1)

(2)

)

(3)

)

BAB I1
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGORI
¥ . Pasal 2 e
o t
Keuangan Nagori dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif seria dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan Nagori = sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1
Januari sampa1 dengan tanggal 31 Desember 2015.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGORI

Pasal 3 o
Pangulu ° adai;ah pemegang kekuasaan pengelclaafi keuangan nagori dan
mewakili Pemenntah Nagori dalam kepemilikan kekayaan m111k nagon yang
dipisahkan.

Pangulu sebaga1 pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagon

- b. menetapkan PTPKN;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan pénerimaan nagori;

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagori; dan

e. melakukan tindakan yang mengaklbatkan pengeluaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori.

Pangulu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagori, d1bantu oleh
PTPKN. ,

- Pasal 4

. K XQRA"‘ TN TL_L[\H DIEKES Mh‘iAdl
PTPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ay@ttﬁle%‘\ ‘MAH N}\ﬁ,gfiKﬁ?‘lS\#lr
Perangkat Nagori,terdiri dari: 3

a. Sekretaris Nagori ; NOMOR - Jo / e QOK"F
. ’ ' ' TTANGGAL PaiA

b. Kepala - Seksi ; dan Y

c. Kepala Urusan Keuangan / Bendahara. 23\ = 20IT ‘ 74

PTPKN sebagaumana d1maksud pada ayat (1) d1tetapkan dengan Keputusan
Pangulu |

 Pasal5 ‘
Sekretaris Naggn sebagaimana dimaksud dalam Pgsal 4 ayat (1) hurﬁf a
bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan
nagon

Sekretaris Nagon selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaa.n
keuangan nagon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun ;idan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan  Anggaran
Pendapatansqdan Belanja Nagori; B
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menyusun:Rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagori, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagori dan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagori;

melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yaag telah
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori;

menyusun pelaporan dan pertanggung]awabanf pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagori ; dan

melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penenmaan dan pengeluaran

Anggaran Pendapatan dan BelanJa Nagori. i

‘i,'

Pasal 6

(1) Kepala Seksi 'sebagaima‘na dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b

bertindak sebaga1 pelaksana kegiatan sesuai dengan b1dangnya

(2) Kepala Seksi sﬁpagalmana dimaksud pada ayat (1) mempunyau tugas:

(1)

(2)

e

a.

b.

menyusun” rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya; .

melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan
Nagori yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagori;

melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; -

o

melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pangulu - dan.

menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
keg1atan

Pasal 7

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ dijabat
oleh staf pada Urusan Keuangan. ‘

Bendahara sebagaimana dirhaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, -dan
mempertanggun-awabkan penerimaan pendapatan nagoii dan pengeluaran

pendapatan nagori dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagori

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI

' . V ASKARINI TELAH DX SAMINASI
' Pasal 8 OLEH KARAG, HLKLW SETKAB,
: : : ' mw_um\m;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori,terdiri atagnonoR: 9o || Huk 20@

efctas e

a. Pendapatan Nagori ,  RNBEAL Wp T AR

b. Belanjai Nag?»;i‘i' dan
C. Pemblayaan Nagori.

122-1- 20p | jg(

Pendapatan Nagori sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a
d1k1as1ﬁka51kan menurut kelompok dan jenis.




g
N

§
&

(3) Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada'""' ayat (1) huruf b

(4)

(1)

(2)

(3)

{7)

(1)

(3)

diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan j Jcms

Pembiayaan sebaga.lmana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan
menurut kelompok dan jenis. '

Bagian Kesatu -
Pendapatan

Pasal 9 i,
Pendapatan Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a,
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagori yang merupakan
hak nagon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
oleh nagori.

Pendapatan Nagori sebagaimana d1ma.ksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri
atas kelompok: :

a. Pendapatan Ash Nagori (PAN)

b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain- Lain.

Kelompok Pendapatan Asli Nagon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, terdiri atas jenis: ' P

a. Hasil usaha;

b. Hasil aset; ..

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan

d. Lain- laJn pendapatan asli nagori

Hasil usaha nagori sebagannana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain
hasil Bumdes tanah kas nagori.

Hasil aset sebagaimana d1maksud pada ayat (3) huruf b antara lain
tambatan perahu pasar nagorl tempat pemandlan timum, jaringan irigasi.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagalmana dimaksud pada ayat
(3) huruf ¢ adalah membangun dengan kekuatan send1r1 yang melibatkan
peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang -dinilai dengan uang.

Lain-lain pendapatan asli nagori sebagalmana dimaksud pada ayat (3)
huruf d antara lain hasil pungutan nagon
: "" Pasal 10

'u'.

ayat (2) huruf b terdiri atas Jems _ {- AL RAFaN] TELAM DEEKSEMINASI
a. Dana Nagori; ' : OLEH KABAG, HLUKIIM SETKAB.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/ K %ﬁﬂ% Bifsi-hae.:a.bhr
c. Alokasi Dana Nagori (ADN); ' ,M:jgz;w Haiss iffr

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan ; '

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten f2a. |- 20 74/

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelola dalam APBNagori tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan pahng banyak
30% (tlga puluh perseratus).




(4)

(1)

(1)

)

(1)

(2)

(3)

(1)

Kelompok pendapatan lam-leun sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf
¢, terdiri atas Jems

a. Hibah dan Sﬁmbangan dari pihak ketiga yang t1dak meng1kat dan

b.Lain-lain pendapatan nagori yang sah.
* Pasal 11

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah -pemberian berupa uang
dari pihak ketiga. .
Lain-lain pendapatan nagori yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan
pihak ketiga dan bantuan perusahaan .yang berlokasi di nagori..

Bagian Kedua
Belanja Nagori

. Pasal 12

Belanja Nagori  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b,
meliputi ‘semua pengeluaran - dari rekening nagori yang merupakan
kewajiban nagori dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tldak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh nagori.

Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) d1pergunakan dalam

rangka mendana1 penyelenggaraan kewenangan nagon
¥ .

i ~ Pasal 13

Klasifikasi BelanJa Nagori sebagaimana dlmaksud dalam pasal 8 ayat (1)
huruf b, terdiri atas kelompok: : ~

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori;
b. Pelaksanaan;Pembangunan Nagori;

c. Pembinaan Kémasyarakatan Nagori;

d. Pemberdayaan Masyarakat Nagori; dan
e. Belanja Tak Terduga.

-Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam

kegiatan sesuai dengan kebutuhan Nagori yang telah dltuangkan dalam
RKP Nagori.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tegdmramasmmuaibeiamwmsn
OLEH KABAG, HUKLUIN SETKAB.
a. Pegawai; S;sVALdrquxb
b. Barang dan Jasa; dan ROMOR:  2oTRE oo
c. Modal. . TANGGAL PLIAF
Pasal 14 ' Qg-(- he A 74/

Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf
a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagl.
Pangulu dan Perangkat Nagori serta tunjangan Maujana nagori. :

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Nagon, kegiatan pembayaran
penghasﬂan tetap dan tunjangan.

1




¥ S

(8)

(1)

(2)

Belanja pegawai sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) pclaksanaannya
d1bayarkan setiap bulan.

Pasal 15

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. = - '

Belanja barang/jasa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1, antara lain:

a. alat tulis kantor;

b. benda pos;

c. bahan/material;

d. pemeliharaan;

- e. cetak/penggandaan;

(3)

(4)

f. sewa kantor nagori;

g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

h. makanan dan minuman rapat;

i. pakaian dinas dan atributnya;

j. perjalanan dinas; '

k. upah kerja; *

1. honorarium'narasumber/ahli;

m. operasional pemerintah nagori

n. operasional Maujana nagori;

o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

i

Insentif RukumTetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf o adalah bantuan uwang untuk operasional lembaga RT/RW dalam
rangka membantu- pelaksanaan tugas .pelayanan - pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat nagori.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompak ,masyax;gga.tggq‘éme na
dimaksud pada ayat (2) huruf dilakukan unf uRLEﬂéﬁiiﬁ@amg upsikasngdan
kegiatan. SiIMALUKG LY

' NO\“Q QO, %\)\F _QO“;

‘AN\JMA! pEFS "‘Af"‘

Pasal 16

' 23-1-2015 -
Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c,
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembehan /pengadaan barang
atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada.
ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan nagori.

- ' .  Pasal 17

!
i

Dalam kéadaan darurat dan/ atau Keadaan Luar Bfasa (KLB), pemerintah
Nagori dapat melakukan belanja yang belum tersed1a anggarannya.

Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dlmaksud pada -ayat (1)
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/ atau mennagorik.

Keadaan ' darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain
d1karenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. -




]

'(2) Pembiayaan: ﬁ?'lé\'lagori i

. (2) Pemerintah

(4) Keadaan luar biasa sebagaumana dlmaksud ayat (1) karena KLB/wabah.

(5) Keadaan darurat dan
Keputusan Bupati

luar blasa sebagalmana ayat (3) ditetapkan dengan

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagalmana dimaksud pada ayat 2)
dianggarkan dalam belarija tidak terduga.

(1) Pembiayaan Nagori se]
meliputi semua pen
pengeluaran yang aka

Pasal 18

pagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c
erimaan .yang perlu dibayar kembali dan/atau
n diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangklltanb.mauplllt pada tahun-tahun anggaran. berikutnya.

kelompok:
 a. Penerimaan Pembig
b. Pengeluaran Pembis

(3) Penerimaan Pembiays
mencakup: ,F

a. Sisa lebih perhitung

b. Pencairan Dana Cag

ebagaimana dimaksud padg ayat (1) terdiri atas

E'aan; dan
yaan.

an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
P

an anggaran (SiLPA) tahun sébelumnya;
langan; dan

c. Hasil penjualan kekayaan nagori ya.ng dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana
pelampauan penerin]
belanja, dan sisa dans

dimaksud pada ayat (1) huruf a antara 1a1n
aan pendapatan terhadap belanja, penghematan
| kegiatan lanjutan.

(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan untuk: ' '

a. menutupi defisit a;

nggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari

pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksaﬂ

aan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajibgn lainnya yang sampa1 dengan akhlr tahun anggaran
belum diselesaikarn.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud 'padé ayat (3 hurut b

digunakan untuk menganggarkan pencairan dana. cadangan dari rekening

dana cadangan ke rekening kas Nagori dalam t:

n berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan Nagori yang d1p1s&hm f ‘%T q&f sud
pada ayat (3) huruf ¢ digunakan untuk mehg ggasjmnu pen_]u lan
d1plsahkan REOYS 20y
REN SEo 2018
~|l=in:i‘l _ BaiAF

kekayaan nagori yang

e (1) Pengeluaran Remblayaan sebagaimana dima kST aaTanT-Pakat—

huruf b, terdiri dari :
a. Pembentukan Ddna

Pasal 19 B
123-1-201c /{(/ o

Cadangan; dan

b. Penyertaan Modal Nagori.

o

dimaksud pad'ai ayat (1) huruf a untuk mendanai keglatan yang penyediaan
dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun
anggaran. '

"‘:; (3) Pembentukan dana

] .-f:-_agorl dapat - membentuk dana cadangan sebagaimana

cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan peraturan Nagori.




»n

(4) Peraturan Nagori sebagalmana dimaksud pada ayat (38) paling sedikit
memuat: .g“
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan keg1atan yang akan dibiayai dari d é cadangan;
c. besaran dan r1n01an tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
bersumber dan penyisihan atas penerimaan -Nagori, kecuali dari
penerimaan yang penggunaannya telah ditenfiikan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
ditempatkan pada rekening tersendiri.
(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa Jabatan
Pangulu.
BAB V'
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan i3

Pasal 20

(1) Sekretaris Nagon menyusun Rancangan Peraturan Nagori tentang
Anggaran Pendapatab dan Belanja Nagori berdasarkan RKP-Nagori tahun
berkenaan.

(2) Sekretaris Nagori menyampalkan rancangan Peraturan Nagon tentang APB—
Nagori kepada Pangulu.-

~ (8) Rancangan peraturan Nagori tentang APB- Nagori §ebaga1mana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan oleh Pangulu kepada’ Maujana nagori untuk
dibahas dan disepakati bersama. -

(4) Rancangan Peraturan Nagori. tentang AP] % i@ k%{ N@éi’ 5ama
sebagaimana dunaksud pada ayat (3) pahng é{ﬁcjj tober, thhun
berjalan. | NQHIOR : O [Huk - O\

Pasal 21 . vwc;wm PE i AF ﬁ
. r‘uF : 23 ‘- . q
(1) Rancangan Peraturap Nagori tentang Anggain.. ‘ atﬁierr-BelanJa

Nagori yang telah disepakati bersama sebagalmana ‘dimaksud dalam Pasal
20 ayat (3) disampaikan oleh Pangulu kepada camat atau sebutan lain
paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagori tentang
APB- Nagori.

Dalam hal ini Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Nagori tersebut berlaku
dengan sendirinya.
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;1,

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

{4)

(5)

BN
Dalam hal ini° Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Nagori tentang .Anggaran Pendapata dan Belanja Nagori tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang—undangan yvang lebih tinggi,
Pangulu melakukan penyempurnaan paling lama (tujuh) hari kerja
terhitung seJak‘dltenmanya hasil evaluasi. :

-

??s?’,‘_: .

Pasal 22

Apabila hasil evaluasi- tidak ditindaklanjuti oleh Pangulu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4} dan Pangulu tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapata dan Belanja
Nagori menjadi Peraturan Nagori, Camat membatalkan Peraturan Nagori
dengan Keputusan Camat . '

Pembatalan Peraturan - Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekaligus menyatakan berlakunya pagu Aanggaran Pendapatan dan Belanja
Nagori tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud padas ayat (2) Pangulu hanya
dapat melakukan pengeluaran terhadap .operasional penyelenggaraan
Pemerintah Nagori.

Pangulu memberhentikan pelaksanaan Peraturan Nagori Paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan selan_]utnya Pangulu bersama MauJana nagori mencabut peraturan
nagori dimaksud.

Pasal 23 5,
iy
Bupati mendelegasikan kepada Camat evaluasi :Rancangan Peraturan
Nagori tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagon

Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapata dan
Belanja Nagon dengan Surat Keputusan Camat Sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapata dan BelanJa
Nagori

Dalam hal ini. Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) Peraturan Nagon tersebut berlaku
dengan sendiritiya.

Dalam hal ini Camat mcnyatakan hasil evaluasi Rancangan -Pexjaturan
Nagori tentang APB- Nagori tidak sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pangulu melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tuyjuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi. '

Apabila hasil evaluasi tidak dltlndaklanjutl oleh Pangulu sebagaimana
dimaksud ayat (4) dan Pangulu tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Nagori tentang APB-Ngaori menjadi Peraturan Nagori , Camat
menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Nagori kepada Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegas1ai‘i evaluasi Ranéangan
Peraturan Nagori tentang APB- Nagon kepada- Camat diatur dalam
Peraturan Bupat1 :

| NASKAH:INI TELAH DIEKSAMINASI
OLEH KABAG, HUKUM SETKAB.

'i’MALUNbUN
' N NOMOR ¢ QO/HQ_Q— 20\%
. - ’"AquAL i npsap




(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(1)

3)

(1)

(3)

(1)

2)

~yang menyebabkan atas beban anggaran liel jéai 'ﬂté%%t‘d&*ﬁ*“&
ka

' pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di nages-

Bagian Kedua
Pelaksanaan

, 'Pasa.nl_ 24

Semua penerimaan dan pengeluaran nagori dalam réngka pelaksanaan
kewenangan Nagori dilaksanakan melalui rekening kas nagori.

Khusus bagi Nagori yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
. . : & :

Semua penerimaan dan pengeluaran Nagori sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

Pemerintah Nagori dilararig melakukan pungutéh sebagai penerimaan
nagori selain yang ditetapkan dalam peraturan nagon '

Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas nagori pada Jumlah tertentu
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah nagori.

Pengaturan Jumlah uang dalam kas nagori sebaga1mana dimaksud pada
ayat (2) dltetapkan dalam Peraturan Bupati. ?

Pasal 26

Pengeluaran nagori yang mengakibatkan beban Aanggaran Pendapatan dan-
BelanJa Nagon tidak dapat dilakukan sebelum.’ rancangan peraturan
nagori tentang Anggaran Pendapatan dan BelanJa Nagori ditetapkan
menjadi peraturan nagori.

Pengeluaran nagori sebagalmana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran
yang ditetapkan dalam peraturan pangulu.

Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran
Biaya yang telah disahkan oleh Pargulu .

Pasal 27

Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan'
harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pé{da ayat (1) di verifikasi -
oleh Sekretaris nagori dan di sahkan oleh Pangulu

Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap...t

UKUMS .
o S&B8%ai]

NOMOR : :20( Huk. 204

M' GGAL |  PLUAF

23;_:{— 20 | g Z
Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimalzdiaiestid am pPasa
27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permmtaan Pembayaran
(SPP) kepada Pangulu :

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
tldak boleh dilakukan sebelum barang dan atau Jasa diterima.

mempergunakan buku pembantu

. Pasal28
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Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ’ayat (1) terdiri ata:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyataan tanggung]awab belanja; dan

c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 29, Sekretaris Nagori berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan permmtaan pembayaran dl, ajukan oleh pelaksana
kegiatan; _
b. menguji kebenaran perhitungan tag1han atas beban Anggaran
Pendapatan rdan Belanja Nagori yang tercantum dalam permmtaan
pembayaran; :
c. menguji ketersedian dana untuk keglatan dunaksud ‘dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila t1dak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Nagori sebagalmana
dimaksud pada ayat (1), Pangulu renyetujui permintaan pembayaran dan
bendahara melakukan pembayaran. '

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya
bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

, Pasal 31

-

Bendahara Nagori sebagai wajib. pungut pa_]ak 1 lrera e

lainnya, . wajib menyetorkan seluruh penenm 5 DEQ KQ&H 2 JK \ #%% yang
dipungutnya ke rekening kas negara sesuail dengany m AT '
perundang-undangan.

| NOMOR : 5,.901&5,\: el
"ANGGAL . PARAF

Pasal 32

o 23~ ~20) : j4( 4
Pengadaan barang dan/atau jasa d1 Nagon diertrrr uwim, Perataren Bupati
"dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 33

(1) Perubahan Peraturan Nagori tentang dapat dilakukan apabila terjadi: |

_a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan - pergeseran antar jenis
belanja;

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhltungan anggaran (SilPA)
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan _ '

c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan nagon
pada tahun berjalan dan/atau

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, kns1s poht1k kns13

 ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemermtah dan Pemerintah
Daerah. i 4

(2) Perubahan APB- Nagori hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
Tahun Anggaran.

Tata cara pengajuan perubahan APB- Nagori adalah sama dengan tata cara
penetapan APB- Nagori
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Pasal 34

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Prov1n51 dan APBD Kabupaten
serta hibah dan bantuan pihak -ketiga yang. tidak - mengikat ke Nagori
disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Nagen tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan. dan Belanja Nagori, peribahan diatur dengan

Peraturan Pangulu tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagori B

(2) Perubahan APB- Nagori sebagalmana dimakSud .pada ayat {1)
dunforma31kan kepada Maujana. o S

Bagian Ketiga
Penatausahaan
“x‘f‘ , Pasal 35

%

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Nagori

(2) Bendahara Nagori wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
g
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan -secara
tertib.

(3) Bendahara Nagori wajib mempertanggung]awabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.

~(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan setiap bulan kepada Pangulu dan palmg lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan pé'nerimaa.n dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2), menggunakan:
a. buku kas umum;

b. buku Kas Pembantu Pajak; dan NASKAHINI TELAH DIEKSAMINASI
c. buku Bank. | A . | OLEHKABAG. HUKUIi SETKAB.
: . i SIMALUNGUN
Bagian Keempat NOMOR 26 [Hag - ot
Pelaporan 7 ANGGAL PR AF
Pasal 37 2~ 201 7_& .

(1) Pangulu menyampaikan laporan fealisasi pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagori kepada Kecamatan untuk diverifikasi,
setelah diverifikasi disampaikan kepada Bupati Cq. BPMPN Kabupaten
Simalungun berupa:

a. laporan serhester pertama; dan
b. laporan se .'{‘{ester akhir tahun. : - :

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a
berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori

(3) Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan pahng lambat
pada bulan Juli tahun berjalan.

{4) Laporan semester akhir tahun sebagaumana dimaksud pada ayat (1) huruf
b disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.



’» : Bagian Kelima
- § Pertanggungjawaban

Pasal 38

(1) Pangulu menyampalkan laporan pertanggunglawaban realisasi
pelaksanaan A§dggaran Pendapatan dan Belanja Nagori kepada Kecamatan
untuk diverifikasi, setelah diverifikasi disampaikan kepada Bupati Cq.
BPMPN Kabupaten Simalungun setiap akhir tahun anggaran. :

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terd1r1 dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Nagori. '

(4) Peraturan Nagori tentang .laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Nagori sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)-dilampiri: -

a. format Laporan Pertanggungjawaban Reahsa31 Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagori Tahun Anggaran berkenaan; _

b.format Laporan Kekayaan Milik Nagon per 31 Desember Tahun

- Anggaran berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemenntah dan Pemerintah Daerah yang masuk
ke Nagori

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat'(1) ‘merupakan bag1an
tidak terpisahkan dan laporan penyelenggaraan Pemerlntahan N agor1

4 _

Pasal 40 .

(1) Laporan reahsas1 dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori sebagaimana dimdksud dalam
Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis
dan dengan media informasi yang mudah diakses.oleh masyarakat

NAL DIEKSAMINASI
(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pads B Kﬁ 'g g@iﬁggg,,; ’n,wmap an
pengumuman, radio komunitas, dan media infqrmasi lagnmyans v

NOMOR: 20 MMk - song
AL AT AF

" Pasal 41

v

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggunaw%&%’f’grgﬁ%ﬁéfﬁ‘f pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. BPMPN Kabupaten
Simalungun melalui camat atau sebutan lain.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaaﬁAnggaran Pendapatan .
dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
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& - Pasal42 o

Format Rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Nagori, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan

Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja,

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB- Nagori pada semester pertama dan
semester akhir tahun serta  Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal
37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bag1an tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

w0

| BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

(1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan
penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Nagori dan Bagi hasil Pajak dan
Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Nagori |

(2) Pemerintah Kabupaten sebagai tim fasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana
Nagori wajib membina, monitoring, . dan mengawas1 pelaksanaan -
pengelolaan keuangan nagori.

Dengan tugas dan tanggungjawab selaku tim fas111ta31 pelaksanaan Aloka81_

Dana Nagori di’Kabupaten Simalungun yakni : i :

1. Melaksanakan Diseminasi , data dan-informasi tentang. Alokasi Dana
Nagori

2. Membantu Tim pendarnplng Kecamatan untuk mernberlkan pelatihan
Orientasi kepada tim pelaksanaan Alokas1 Dana Nagori di t1ngkat
nagori. i '

3. Menentuka,yl, besarnya Alokasi Dana Nagori yarig diterima berdasarkan
rumus yang telah di tetapkan.

4. Melaksanakan Kkegiatan pembinaan, monitoring dan mengawasi
pelaksanaan ADN bersama tim Pendamping tmgkat Kecamatan dalam
setiap proses tahapan kegiatan.

5. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan
masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Instansi
terkait.

€. Memberikan laporan kemajuan nagori dalam mengelola ADN kepada
Bupati Simalungun cq. BPMPN Kabupaten Simalungun.

(3).Pemerintah Kecamatan sebagai Koordinator Pendamping /Pembina
Pelaksanaan Alokasi Dana Nagori (ADN) di tingkat Kecamatan yang dibantu
oleh Kasi:PMN adalah sebagai pengendali dan pengawas dengan tugas dan
tanggungjawab sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan pelaksanaan program- Alokasi Dana Nagori (ADN)
kepada seluruh Nagori diwilayah Kecamatan.

2. Melaksanakan sosialisasi untuk Tingkat Kecamatan yang dipandu oleh
Tim Fasilitasi/Pembina Kabupaten. _

3. Tim kecamatan wajib membina ,.mengevaluasi, memverifikasi serta
mengawasi setiap tahapan dalam penggunaan/ pelaksanaan dana
Alokasi Dana Nagori sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku.

4. Melakukan kegiatan momtonng dan pemblnaan pelaksanaan ADN

untuk pembangunan Nagori.. 1« 3RAHNT TELAH DIEKSAMINAS!
e . "OLEH KABAG, HUKUM SETKAS.
i . L SMALUNGUN

NOMC‘R
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S. Memverifikasi Rencana Penggunaan Dana J’“ ' (RPD) dan Laporan
pclaksanaan ADN Sekaligus membuat Surat Pengantar Kepada Bupati
Slmalungun c/q Dinas PPKA Kabupaten Simalurigun.

6. Membuat’jdan menyampaikan - rekapitulasi seluruh laporan tingkat
perkembangan pelaksanaan Alokasi Dana Nagori secara berkala
kepada tim fasilitasi/ Pembina - Kabupaten dalam hal ini BPMPN
Kabupaten Simalungun . '

i §1
s '
’-"3' BAB VII ,
- KETENTUAN PENUTUP

~ . Pasal 44
Hal-hal yang menyangkut Peraturan Bupati ini ‘akan diatur selanjutnya
dengan Keputusan Bupati.
Pasal 46

Peraturan Bupat1 ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan, dan berlaku
selama 1 (satu) Tahun ' . Anggaran 2015. :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini ‘dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
S1ma1ungun

Ditetapkan di Iamatang Raya

Pada tanggal Z§ - Januari 2015

— : .
PENANGGUNG JAWAB '} W

BUPATI SIMALUNGUN,

SEKRETARIS DAERAH \6 '

ASISTEN . T
KEPALA BADAN Z5 '\
SEKRETARIS 7)1'}— | |
KABID i D
KASUBBID
[ STAF J.R. A‘;‘}R“. AGIH
G RARNI TELAH DlEKeAMINA.}I
: " | OLEH KABAG, HUKUM SETKAS.
“ | '  SMALUNGU
: RomoR: 20 [Huk- 20K
o TANGGAL PARAF

{23-1-20¢ 74(

i,



Menirhbang

FORMAT RANC_ANGAN PERATURAN NAGORI TENTANG ANGGARAN

sKAHINI TELAH DIEKSAMINASI
OZEH KABAG, HUKU# SETKAB.
- mMAquw

OMOR: 90 (Hule - 20\S

i"‘“-;:;‘NGG AL _ PATAF

é:).g-\-QO\S 7A/ ;

Lampiran]  : Peraturan Bupati Simalungun .

Nomor : Tahun 20’15

Tanggal : Januari 2015

Tentang : Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
ad ' - Nagori Tahun' Anggaran 2015..

PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI

:‘\N GAN PERATURAN NAGORI .......... e eerenns

KECAMATAN .o KABUPATEN SIMALUNGUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI

TAHUN ANGGARAN ..................
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGULU ......c.covvvrerrennn. ,

:a. bahwa sesuai dengan ketentuanf_ Peraturan Bupati

Simalungun Nomor ... Tahun ...... tentang .......cc..ceeen. ,
Pangulu menetapkan rancangan Peraturan Nagori tentang

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori (APB-Nag);

b. bahwa Rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Nagori (APBNagori) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati
bersama Maujana Nagori ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud

. pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Rancangan
Peraturan Nagori .......cccce.cu.t tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagori (APBNagori) menjadi Peraturan Nagori
.............. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori

J (APBNagon) Tahun Anggaran 2015

/

@
i

Mengingat

:f:.Undang-Undang ‘Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam

¢ Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
¢ Negara (Lembaran Negara Républik Indonesia Nomor 47,
" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
: Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik .

. Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
¢ Republik Indonesia Nomor 5234); :




. TIRARINITELAH DltKSAMlNAS! :

H5woR:__Do(tue 208

5.

rh

o - i

Undéng—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagoﬁ
.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomior 7,

:Tam,bahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 5495);
. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 'fentang Pemerintahan

Daérah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

‘Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
. Nomor 5587)' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
_tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
~2014 ‘tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang .-
- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik.Indonesia Nomor 4578);,_

.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Nagori (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .

. 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 5539);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

. Nagori Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Negara {Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5558);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Nagori (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );

. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Nagori (Lembaran Daerah

. Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 13 seri ”D” Nomor

© 13);
12.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun

__ 2006 tentang Keuangan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten -
‘ Slmalungun Tahun 2006 Nomor 14 seri “D” Nomor 14);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun

- 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
: Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten.
. Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri “D” Nomor 16)
. sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
I Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun

, HUKU KU SETKAB.
A

L ANGGAL

C 23\-2005 f](

"

16.

2014 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata - Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2014 Nomor 3 Seri “D” Nomor 3 ) ; ,
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 ‘Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran

- Daérah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 6 Seri D
: Nomor 6);
15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyerahan Urusan Pemeqntah Kabupaten /Kota
kepada Nagori;



17. Peraturan Menteri-Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang
Pedoman Administrasi Nagori;

_ 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19, Periaplran Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 tentang
- Perilbahan Kedua Atas Peraturan Bupat’i' Simalungun Nomor 3
'Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Pada Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten
Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalugun Nomor 178);.

20. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 01 Tahun 2015 tentang
- Alokasi Dana Nagori dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
" di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015  (Berita

Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 237);

21. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 02 Tahun 2015 tentang
" Penghasilan Tetap- dan Tunjangan Pemerintah Nagori serta
. Tunjangan Maujana Nagori di Kabupaten Simalungun Tahun

Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor
238.); i :
22. Peraturan Bupati Simalungun Nomor .. Tahun 2015 tentang
Dana Desa di Kabupaten Simalungun ’[‘ahun Anggaran 2015. .
(Benta Daerah Kabupaten Slmalungun Nomor .... ); '

Dengan Kesepakatan Bersama
MAUJANA NAGORI .........ccouueeee.
. DAN -
PANGULU .....c.cveciivernnnnnne.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan =~ : RANCANGAN PERATURAN  NAGORI ... e |
. % TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGORI TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN

2015.
f%ﬁ Pasal 1 ey
- . : KSAMINASH
Anggaran Pendapaﬁan dan . Belanja Ngaori Tﬁgv‘m%c HU?“&‘::T kdgngan
' : . . KABAG
rincian sebagai berikut: o Y OLERRR et UHEVY s
. H’M-W J—
1. Pendapatan Nagori’ ' ' AOMOR 20 .[ ’\Mémm
. R . . _“ "A"\GUAL”‘_’;»« “"M
B . B ?« T
. . _ ;leS i

2. Belanja Nagori

. a, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagori - Rpeceiiiiiiiiiniiiiniane,
b. Bidang Pembangunan | - |24 JOUROO OO

~ ¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan_ CRpe
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp....... ' ...................
e. Bidang Tak Terduga Rp....... .,. .....................
Jumlah Belanja”  RDereieireisesesesns e
Surplus/Defisit

| 34 o J

= mmomE s = =S E=




~)

3. Pembiayaan Nagori

a. Penerimaan Pembiayaan ' Rp: o,
b. Pengeluaran Pembiayaan , - Rp: covieveeiirnrnieaennnnnn. -
Selisih Pembiayaan (a—b) o Rp.iieiiiiiiiieiicie,

, Pasal 2 .
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran: Pen_dapatan‘.}" dan Belanja Nagori

' sebagaimana dimaksud Pasal 1, terca;nfum dalam lampiran Peraturan Nagori

ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori
| Pasal 3 .
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagori ini.

Pasal 4

~ Pangulu menetaplién Peraturan Nagori dan/atau Képﬁfusan Pangulu guna .

pelaksanaan Peraturan Nagori ini.

Pasal 5 : o
1 ' ' oA

. Rancangan Peraturan Nagori ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Nagori ini dalam Lembaran Nagori dan Berita Nagori oleh Sekretaris Nagori.

NASKAHINI TELAH DIEKSAMINASI §

OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. Dltetapkan dl vesesssssaerssarane
SIMALUNGUN ‘pada tanggal ............. crennes
NOMOR: a0 (Hue- 2018 | | |
TANGGAL PARAF PANGULU ...........iee.eee. ,

- (_ /4/

!/
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Lampiran I : Peraturan Bupati Simalungun

Nomor : Tahun 2015
Tanggal : Januari 2015
Tentang : Péloman Penyusunan

Ariggaran Pendapatan dan
Belanja Nagori Tahun
Anggaran 2015 .
Format
PERSETUJUAN BERSAMA

BERITA ACARA
Nomor ! ....cc..ouueeeee.

PERSETUJUAN BERSAMA PANGULU .....cccccveeennennes feveenerannnsens
DAN MAUJANA NAGORI ....cccovviiviiniiiniininrenne
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN NAGORI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGORI TAHUN ANGGARAN 2015 .,

Pada hari...................] ; ..’tanggal ........................................ bulan......... fieeereennns tahun .............. ,

kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. (nama lengkap) T Pangulu i dalam hal ini bertindak untuk .
dan atas nama Pemerintah Nagori ...ceceeervericmciniiennienianans, . yang
beralamat di .....ccccceeeeivrenereniernrrennnnnn. selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

2. (nama lengkap) Ketua Maujana Nagori ...ueeevevveimecrirnnneninans SOV Kecamatan

3. {(nama lengkap) w Wakil Ketua Maujana Nagori ................. s «.»... Kecamatan

4. (nama lengkap) : Sekrétarivaaujana Nagdri ........................ s Kecamatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Maujana Nagori
...... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa '

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetqu Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagori (RAPB-Nagori) Tahun Anggaran 2015 yang telah diajukan oleh PIHAK
PERTAMA, dengan penyesuaian' dan perubahan SPbagannana tertuang pada catatan
yang terlampir pada Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan ba1k penyesuaian dan perubahan RAPB-
Nagori Tahun Anggaran 2014 sebagalmana tertuang pada catatan yang terlampir Berita
Acara ini,

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPB-
Nagori Tahun Anggaran 2015 selaras dengan penyesua1an dan perubahan sebagaimana .
tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari kerja setelah. tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Simalungun untuk dievaluasi
selambat-lambatnya 5 (lima) Hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
Demikianlah berita acara ini dibuat dan -ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam

rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

..................................... s eeerrreereencniennerianneeennes 2015
Pangulll .....ccciciiciiimnniciniininecennn. Ketua Maujana N agon .....................................
( Nama lengkap} | ; { nama lengkap }
- Wakil Ketua Maujana Nagori ..o
sasKAH INi TELAH DIEKSAMINAS | : . ( nama lengkap )

OLEH KABAG, HUKUM SETKAB.
SIMALUNGUN

NOWOR: 20 [Hue - 2018

Sekretaris Maujana Nagoﬁ teeeeerarerene JRPTOTORRR

TAMGGAL . PARAF i :
2 - ] nama eng,lgag [
" 23.1- 20 . L
BUPATI SIMALUNGUN,
dto

J.R. SARAGIH




Lampiran ill ; Peraturan Bupati

Simalungun
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : Januari 2015
Tentang : Pedoman Penyusunar:

Anggaran Pendapatan dan
Belgnja Nagori Tahun
Anggaran 2015

FORMAT PERATURAN NAGORI - TENTANG ANGGARAN}PENDAPATAN DAN
: BELANJA NAGORI -

e

% PERATURAN NAGORI ..oooooooooo . o
KECAMATAN ................ KABUPATEN SIMALUNGUN

r TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI
1 TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGULU .....occooveunpemneenss

3 Menimbang :a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati
Simalungun Nomor ... Tahun ...... ~ tentang Pedoman
. Penyusunan Anggaran dan Belanja Nagori, Pangulu

membentuk rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagori (APBNagori);

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

~ pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan .
Nagori  ..ccoovennnnne ‘tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagori (APBNagori) menjadi Peraturan Nagori
.............. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori
(APBNagori) Tahun -Anggaran 2015

Mengingat : 1.Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomior 1092);

-45KAH INI TELAH DIEKSAMINASD Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
{ OLEHKABAG, HUKUM SETKAB. | Neoara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,

S"‘MALUNQN Tambaharn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); " -
FOR: 20] - 280%3! Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan™
ANGEAL R Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
'~ /4/ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
2 ~\ - 206 “Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
-Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
. Republik Indonesia Nomor 5234}; '

5. Undang-Undang - Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagori
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);




6.

11.

12.

13.

SKAH:INI TELAH DIEKSAMINASI
} OLEHKABAG HUKUM SETKAB.

‘= qlMALthU’\!
TROR:_20[ s 200
TTANGGA). " T AF

o |

15.

16.

W

Undang-Undang Nomor 23 Tahunh 2014 teéntang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik - Indone31a Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah: dengan. Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tghun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun -2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5589);

.Perafiiran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 -tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Nagori (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Nagori Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembar@ Negara Republik
Indonesia Nomor 5558);.

. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang '

Pengelolaan Keuangan Nagori (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pemerintahan Nagori (Lembaran Daerah
‘Kabupaten Simalungun Tahun 2006 . Nomor 13 seri "D”
‘Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Slmalungun Nomor 14 Tahun
2006 tentang Keuangan' Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2006 Nomor 14 seri “D? Nomor 14); .
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun
2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten " Simalungun (Lembaran ‘Daerah Kabupaten.
Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri “D” Nomor 16) .
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan:
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kab,tfpaten Simalungun Nomor 17 Fahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat = Daerah Kabupaten
Simalungun  ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2014 Nomor 3 Seri “D” Nomor 3) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran

Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 6 Seri D

Nomor 6);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah
Kabupaten/Kota kepadaNagori; '
S = »




17.

18.

19.

"20.

21.

22.

Peratitran Menteri Dalam Negerl Nomor 32 Tahun 2006
tentang Pedoman Administrasi Nagori; '_‘ :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun- 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3
Tahun 2009, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Pada Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten
Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalugun Nomor 20);
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 01 Tahun 2015 tentang
Alokasi Dana Nagori dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 - (Berita
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 237);

Peraturan - Bupati Simalungun Nomor 02iTahun 2015 tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Nagori serta
Tunjangan Maujana Nagori di Kabupaten Simalungun Tahun
Anggaran 2015  (Berita Daerah Kabupaten Simalungun
Nomor 238 ); ' :
Peraturan Bupati Simalungun Nomor ..... Tahun 2015 tentang
Dana , Desa di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015
(Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor ...... );

Dengan Kesepakatan Bersama . '
MAUJANA NAGORI .......... e

DAN
PANGULU
MEMUTUSKAN : T
Menetapkan PERATURAN NAGORI ...ccocveervene. TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI TAHUN ANGGARAN 2015.
' Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Ngaori Tahun Anggaran ...... dengan
I e
rincian sebagai benk‘ut _ . P
a. Pendapatan Nagori Rp...... Comomsunsnsarsas
b. Belanja Nagori '
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagori. ~ Rp......ccccceeeeins s
b. Bidang Pembangunan Rp.iiviiii
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan_ RD. oo
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakét O RP

e. Bidang Tak TerduasskAH NI TELAH DIEKSAMINASEED. ...eooeveenninneiiiennnne,

Jumlah Belanja SIMALUNGLI
Surplus/Defisit R 20 (Haes 2ols

OLEH KABAG, HUKUM SETKAB.

TANGDAL 1 PARAE  Bp

c. Pembiayaan Nagori '23- 1- 20§ /4/

a. Penerimaan Pembiayaan ' CORp.

b. Pengeluaran Pembiayaan RP. teorrereeieainieiinnaneen,

Selisih Pembiayaan (a—b) ' | RP.cvuierererinnnaeeereeennnnnss



Uraian lebih lanjut m¢ngenai Anl;zz‘rirzl Pendapatan dan Belanja Nagori
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagori
ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan BelanJa Nagon
' Pasal 3 ' _

: Lampiran-lampiran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terplsahkan dari Peraturan Nagori ini.

Pasal 4
Pangulu menetapkan Peraturan Nagon dan/atau Keputusan Pangulu guna
pelaksanaan Peraturan Nagori ini. ¥

Pasal 5 '
Peraturan Nagori ini mulai berlaku pada tanggal diundangkax_l.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundarngan
Peraturan Nagori 1m ‘dalam Lembaran Nagori dan Berita, Nagori  oleh

- Sekretaris Nagori

Dltetapkan di i,
Pada tanggal .......ccccoceneeen.

HASKAH INI TELAH DIEKSAMINAS!
OLEH KABAG, HUKUM SETKAS. PANGULU oo,
SIMALUNGUN . -

NCHCR: 2o [Wic ~2018

TANGGAL ‘ PAxAE
a3 = | - 20\& ﬂ ..........................................
Diundangkan di.....cccceeevereennnnnen enveren——
Pada tanggal ......ccceovvuiieniiinicinninininnniinn. v
SEKRETARIS NAGORL........ccocevvnirennnnnn '
LEMBARAN NAGORI .... TAHUN ... NOMOR ......... 2015

BUPATI SIMALUNGUN,
Dto

JR. SARAGIH




Lampiran IV :Peraturan Bupati Simalungun

_ . Nomor : . Tahun 2015
¥ _ Tanggal :. Januari 2015
' Tentang " : Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagori Tahun
Anggaran 2015.

FORMAT APBNAGORI T.A. 2015
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI
iiAaaRI IOO...I.O........I‘ECAMA TAN [T XN X .Q..iamﬁi Ai Eii SIMALUNGUN

TAHUN ARAN 2015
KODE . URAIAN I © JUMLAH .
REKENIN 2 v . Rp. .-

PENDAPATAN N
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha

Hasil Aset

Swadaya dag PartlSmas1 , :
Gotong Roy= g ’ e
La1n-1a11ﬂ3"rmdapatan Ash Desa yang sah A

' KETERANGAN

1 e )
e i e e R [
Ul N O NS

Pendapatan Transfer
Dana Desa

Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah
kabupaten/kota i
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan
bantuan Provinsi ,
Bantuan Kabupaten/Kota
Pendapatan lain lain
Hibah

Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak menglkat
Hasil kerjasama dengan pihak ke-o

* |Bantuan perusahaan yang berlokas1 d1 Desa
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA . '
Bidan lﬂf’enyelen araan Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap dan Tunjangan | D
Belanja Pegawai :
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
- Tunmjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- lTumjangan Maujana
Operasional Perkantoran

.2 |Belanja Barang dan Jasa :
- Alat Tulis Kantor . 2
- Benda Fos T

— -
Ny

ksl te
NY

e tu lutu i inluinin iR inink
L EEEREERERELE

ENEA IS

YNEE
] Lt 0
P -
(-

N[

b
[SIES)

—Pakaian Dinas dan Afibut

- Pakaian:Kerja . . r

- Alat dan bahan Kebersihan
- Perjalanan Dinas

-~ Pemeliharaan

- Arr, Listrik, dan lelepon

- Honor

e

- service kendaraan roda dua
- Penggandaan ,photo copi '
2.1.2.3 | Belanja Modal < 1 NASKAHNI TEL A
- Komputer OLEH KABAG, HUKUM SETKAR,
- __Meja dan Kursi . MALUNGUN
- Mesm ik ‘ I remmsm—

v i NOGWMOR . 20 [tk ot e —
- dsticiiniinnnen. cevees _ e—2m s

o =
e f VT TN K} 'Y
LaY K A= A FaiY 2] L

.
Ll SR

22-1 -20\%




- KODE - . o JUMLAH .
URAIAN . : KETERANGAN
> REKENING - Rp. =
: 1 - 2 T 3 a
2.1.2.3 Belanja Modal o '
*-  Komputer
2.1.3 Operasional RT/RW
2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa:
-  ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
B A
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi
12.2.1.3 - Belanja Modal
- Semen
- Materiai . ' . : -
- dst.iiieeieenenn.
2.2.1.2 Belanja Bafgng dan Jasa
- Upah Kerja '
- Honor
R £ DR
222 Pengaspalan Jalan Desa ]
2.2.2.3 Belanja Modal ]
- Aspal
) - Pasir
B
) 2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
- - Honor
2.2.3
2.3
2.3.1 ;
2.3.1.2 Belanja Bdrang dan Jasa :
- Honor Pelatih
- Konsumsi Peserta
- Alat Pelatihan
B C
23.2 KeBIatan ...cccvriieiiineemiennericsssenssicsseanenens :
2.5.1.7 Belanja Barang dan Jasa
- [Masker penyaring udara
- {Honor Tim
R [ £
2.5.2 KegIataN. . cveereuuiiennenisnnesentonsansansnnee
2.4 Bidang Pemberdayadan Masyarakat
241 KEBIATAN ..corvreecceeesvrneersesnneenssrenssansaesen
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa .
- :I‘;T:jgl:lel;ztt:gn PeTatian oy ek Dfmﬁﬁ' HINAST
- p DLEH KA e
. = OSLeoivveresrsereesesrnneere . SUMAL UG ETHAS:
= 2.4.2 KeglataN.....ccceeinisnaenssanes versraeriere e — — b
' | S \‘wu-;".%ir}&!&;m
) I . TANGGAL PARAF |
24 2o 74(



2

i

KODE JUMLAH
RAIAN Keteranga
REKENING URAIA Rp. elerangan
1 . 2 3 ' 4
2.5 Bidang Tak Terduga
2.5.1 KeGIatan ......ceeveecereenerscrernrenannenns R
25.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Masker penyaring udara
- Honor.Tim
- dstiircccreeenes
2.5.2 Kegiatan......coo........ e
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
3. PEMBIAYAAN y
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 SiLPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan :
3.13 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
JUMLAH (Rp.)
3.2 Pengeluargh Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan .
3.2.2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH (Rp.)
NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASH " DITETAPKAN DF oo 8 _—

OLEH KABAG, HUKUM SETKAB.

SIMALUNGUN
NOMCR: 20 (( -20\C 3
TANGGAL PARAF

108, |- 20§ /4/

dan

TANGGAL, ..o cereee e vsvrne s sanean

PANGULU ...cooverevrcnnenn.

BUPATI SIMALUNGUN,
Dto

'J.R. SARAGIH




Lampiran V :Peraturan Bupati Simalungun

Nomor : « Tahun 2015
- Tanggal .o Januari 2015
" Tentang : Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan .
Belanja Nagori Tahun '
Anggaran 2015.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NAGORI ....cccocivuiinnnnnnn KECAMATAN .....ccooooviivnnnnnnnnn.
TAHUN ANGGARAN .....cooueneens
1. Bidang :...... Yavenseenne [T
2. Kegiatan : ....... e,

3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO. ‘YRAIAN VOLUME HARGA JUMLAH

i SATUAN (Rp.)
, Rp.)
1 - 2 3 4 5

JUMLAH (Rp.)

Dfsetujui /mengesahkan : Pelaksana Kegiatan
Kepala, Nagori

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekemng berdasarkan klasifikasi kelompok belanja

Nagori. |
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan keglatan dalam
APBNagori.

kolom 1 diisi dengan nomor urut

kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk
membayar orang/barang

kolom 5 diisi dengan Jjumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

N

ok L

N

BUPATI SIMALUNGUN,

NASKAH:INI TELAH DIEICSAMINASI . :
OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. Dto

SIMALUNGUN - ‘ - J.R. SARAGIH

L NOROR: Jof Buezaol. o

TANGGAL W PARAF

,23_-(—‘20\; Il




Lampiran V  :Peraturan Bupati Simalungun 3 $
Nomor o Tahun 2015 == § b
.Tanggal : Januari 2015 5 o -
Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan : lf} =Z; L‘L & %'\
dan Belanja Nagori Tahun Anggaran 2015 oL g
’ SESE,
pog ] L
zadml 1F L
FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN =< |.lg| ]
- BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN %g; g_:r‘fé 2
NAGORL......vreorso. KECAMATAN................ e %0 18 «‘s}
TAHUN ANGGARAN.....coovevrirairenaees SO -
1. Bidang
2. Kegiatan: . .
T‘an X | . Pene-nmaan (Rp.) Nomor Per;gel},laran(IlQp.). Jumiah Saldo
No. l_gg Uraian Dari Swadaya T | Belanja | Belanj | peoempalian| Kas
Bendahar | Masyarak | Bukti | Barang 2 | ke Bendahara| .(Rp.)
' | a at B dan Jasa| Modal '
1 2 : 3 : 4 5 6 7 8- ) 10
Pindahan Jumlah dari 1 ‘
halaman sebelumnya
Jumlah
Total Penerimaan Total Pengeluaran
S S , Total Pengeluaran + Saldo Kas
T ' e _ Nagori = -
....... ,Tanggal......
Pelaksana Kegiatan
Cara pengisian: : )




Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.

Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBNagori
Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.

i

Towewe

St

M SETKAB,

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.’
Kolom 5 dusz dengan jumlah rupian yang diterima dari masyarakat.

NOAGA W~

ey
ARAF

8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksz
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.

HUKU

LAH DIEKSARING

=

NABKAM IN] T:

20/ ok

"ANGGAL

10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.

12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

SIMALUNGUN

LEH KABAG

0

NGMOR .

BUPATI SIMALUNGUN,
Dto

IR R J.R. SARAGIH
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. Lampiran VI  :Peraturan Bupati Simalungun

B Nomor : Tahun 2015
‘ Tanggal : Janueri 2015
- . Tentang : Pedoman Penyusunan

- ' _ Anggaran Pendapatan dan
BelanJa Nagori Tahun
Anggaran 2015.
Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

NAGORI ... covviriininennnes KECAMATAN ...cootiiininiviiiiiniiee
~ TAHUN ANGGARAN ................ &
1. Bidang :.oooviiienni :
2. Kegiatan @ ..c.ocoevivveeiinnieninnennes

3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan !
L3

NO.| URAIAN |~ PAGU | PENCAIRAN| PERMINTAAN | JUMLAH | SISA

ANGGARAN| S.D.YG SEKARANG SAMPAI DANA
LALU - SAAT INI :
(Rp.) ' (Rp.) (Rp.) . (Rp.) (Rp.)
JUMLAH
T , tanggal ...l

' AGKAH.INI TELAH DIEKSAMINAS . . L .
| OLEH KABAG, HUKUM S  dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan

I SIMALUNGUN Seljretaris Nagori
1o 20 anis

L T ARGBAL PASAF | | :
23--205 | 74/ i |
7 - ,
Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas
Kepala Nagori Bendahara
Petunjuk pengisian: : 0
1. Bidang diisi dengan kode rekenlng berdasarkan klaszﬁkasz kelompok belanja
Nagori.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan keglatan dalam
APBNagori.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai-rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 - diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar
sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dzbayar
8. Kolom 6 diisi dengan _]umlah permintaan dana sampai saat ini.
) 9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

”

| ‘ - | .



.; ‘Lampiran VI :Peraturan Bupati Simalungun

i s Nomor : Tahun 2015
Tanggal : Januari 2015
Tentang : Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagori Tahun
Anggaran 2015.

Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

NAGORI .......... v KECAMATAN .....oovrmvineeeeieieinnnnnn
TAHUN ANGGARAN ................ : :
1. Bidang :..ccooevneennnene. evereeneas
2. Kegiatan : ............. TS
NO. PENERIMA URAIAN | JUMLAH
| (Rp.)

1 2 ' 3 B 4

JUMLAH (Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir,
- untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan
perundang-undangan. : :
. Demikian surat pernyataan ini dlbuat dengan sebenarnya

3 SAMINASH '
. kaAr‘ lN‘T:LAH D‘EK T , ,tan al
g‘ GLEH KABAG, HUKLM SETKAB. . ngg

S!MALHN\-’U% “..".““””"“-.,' ........ seeene

TNoroR:_ 90| Yoks 2O e 20\ng
f,‘-;AP‘OGAL PABA
*{

2% L Q_O\g . f( .:“?i:“““"““"”".”“””“““""””““.'- ........

Cara

pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok -
belanja Nagori.

Kegiatan diisi dengan kode rekenzng sesual dengan urutan kegiatan
dalam APBNagori : '

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan penenma pembayaran yang ada di bukti belanja.
Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja

kolom 4 diisi dengan jumlah belanja

baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

N

Nk @

BUPATI SIMALUNGUN,

Dto

-J.R. SARAGIH




Lampiran VIII

Peraturan Bupati Simalungun
Nomor Tahun 2015
Tanggal Januari 2015 ‘
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagori Tahun Anggaran 2015
Format Penatausahaan
1. Buku Kas Umum - :
- e BUKU.KAS UMUM
NAGORI ........... s KECAMATAN ......coeiiomennenninnnsione -
TAHUN ANGGARAN ..cooirtiiiiiiiniens
. | “JUMLAH SALDO
No Tgl KODE URAIAN PENERIMAA | PENGELUARA NO PENGELUARA
REKENING ot N N BUKTI N KOMULATIF
(Rp.) (Rp.)
1 2 _ 3 4 - - ' 5 ‘ 6) 7 8 9
JUMLAH Rp. Rp.
2’.‘
................ Ctanggal ...l ..., £
=
MENGETAHUI BENDAHARA NAGORI, é
PANGULU, %
o
........................................................................ =
Cara Pengisian : _ ’ Z

TKAB.
GUN

HUKUM SE

BAG,
SIMALUN

OLEH KA

- NASKAH-



»

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengelu_dr_an kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kcis
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
" Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Nagou wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Nagori.

@ 5 -
zg >
=Ex | Y=
< (U a" EK
X e Xy A
TSI
Dx2: J
= = “ .
-Ez-’ :
_‘ .&Jb
Pe=igal 9
- o < 0
Z<4 .13 di
3z =izl A
s 18:F \
23 it
, z Zy % 3

BUPATI SIMALUNGUN,
Dto
J.R. SARAGIH
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2. Buku Kas Pembantu Pajak

Lampiran IX

Nomor - Tahun 2015
Tanggal Januari 2015
Tentang

: Peraturan Bupati Simalungun

BUKU KAS FEMBANTU PAJAK |

: Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Nagon
Tahun Anggaran 2015

................ e EPKECAMATAN . e -
TAHUN ANGGARAN ........
No. . ANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
' -(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 :
JUMLAH
................ ,tanggal ...
MENGETAHUI BF¥ BENDAHARA NAGORI
PANGULU...oveeveieinnn. ,

..........

(ABAG, HUKUM SETKAB,

L
3

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI

OLEH

SIMALUNGUN

NOWROR

PARAF

_20[ ¥k 201

*ANGGAL

{95, 1- 2018

j




Cara Penigisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

BUPATI SIMALUNGUN,
Dto

J.R. SARAGIH
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Lampiran X : Peraturan Bupati Simalungun
Nomor.

Tahun 2015
Tanggal Januari 2015 : )
Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori Tahun Anggaran 2015
3. Buku Bank Nagori
BUKU BANK NAGORI
NAGORI ..ccovvenviinreennnnen, KECAMATAN ..coiirieiiniinsimn,
TAHUN ANGGARAN .........
: - BULAN
BANK CABANG
i REK. NO.
TANGGAL i : PEMASUKAN PENGELUARAN
URAIAN BUKTI s BUNGA PENARIKA BIAYA
' ALDO
No. TRANISAK TRANSAKSI | TRANSAKSI SEZ?O%AN BANK N P‘(‘}‘;)Af ADMINISTRAS | ©
| | P _(Rp. _(Rp) ~P) 1 IRp)
1 2 S 3 4 5 6. 7 . 8 9 : 10
| TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
. | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
‘ S : teerenennein, tAN@gAl
MENGETAHUI BENDAHARA NAGORI,
PANGULU............ , %
23 |yl
......................................... < &
(Q 2 = 1 g“ K .
: . . ; #3535y
Cara Pengisian : ox2
ERElR
o '
X §a2 o
< X i \
sl EI L «
20 2 A




Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

. Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

- Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya’ admznzstrast

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

& .
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BUPATI SIMALUNGUN,
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Lamplran XI Peraturan Bupati Simalungun

Nomor Tahun 2015
Tanggal Januari 2015
Tentang

‘Belanja NagoriTahun Anggaran 2015

: Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

(2) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanJa _

Nagori

1. Laporan Reahsas1 pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagori (Semester Pertamal) 4 ,

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI
SEMESTER PERTAMA ”"

PEMERINTAH NAGORI ..............

i

5 TAHUN ANGGARAN.............
KODE "URAIAN JUMLAH | JUMLA | LEBIH/ | KET.
REKENI ANGGAR H KURAN |~
NG AN REALIS G
; Rp.) ASI (Rp.)
i (Rp.)
1 T2 3 4
1 PENDAPATAN
111 Pendapatan Asli Nagori
1|1/ 1| | Hasil Usaha
1111 2| |Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong
111} 3| | Lain-lain Pendapatan Asli
Nagori yang sah :
112 Pendapatan Transfer
1{2] 1} | Dana Nagori
1| 2| 2| |Bagian dari hasil paJak H
&retribusi daerah
kabupaten/ kota
1]|2] 3] | Alokasi Dana Nagori -
1|2} 4| |Bantuan Keuangan
1| 2| 4| 1{ Bantuan Provinsi
1| 2| 4| 2| Bantuan Kabupaten / 2l
11| kota ) ASKAH W TEL DA S
SIALUNGUN —
1{3 Pendapatan Lain lain - NOMOR :
1| 3| 1| | Hibah dan Sumbangan T ANGGAL 'L\”H‘,';;Q‘?‘Q
dari pihak ke-3 yang » AT
.| tidak mengikat { 28—-(- 9Di4 74/
1| 3| 2| |Lain-lain Pendapatan = o
Nagori yang sah
JUMLAH-PENDAPATAN
2 BELANJA




,s;

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagori

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap
Pangulu dan Perangkat

- Tunjangan Pangulu dan
Perangkat

- ’I‘unjangan Maujana

Operasional Perkantoran

N[N

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda*POS

-Pakaian - Dinas dan
Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan  Bahan
Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

Operasional Maujana

Belanja Barang dan Jasa,

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

- dst ....................

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Komsiimsi Rapat

IEKSAMINASI

= dSt s |

DN

AH’NIItLAHH
HYXARBAG HLX

OLE}

S,lMAL uN

UM SETIKAB,

1UN

Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Nagori

Inewdr: 2o /dde

F IOl

-

NG AL

PARAF

23 4

A - 201

A

Perbaikan Saluran Irigasi




Belanja Barang dan j jasa

- Upah Kerja

- Honor i}

Belanja Modal

- Semen

- Materiél

e

-dst....0k... :

Pengaspalan Jalan
Nagori

Belan_]a Barang dan Jasa

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor:Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

|Ac|lAL1I
A

..,.I

| TELAHDIEK

SAMINASE

Bidang 'Pemberday aan
Masyarakat

OLEH K4

\BAG, HUKUM 3
SIMALUNGUN]

SETKAB.

Kegiatan Pelatihan Kepala
Nagori dan Perangkat -

NOMOR :

20 (ba'e}

201% -

~ TANGH

AL Y

22 AF

Belanja Barang dan
Jasa:

g e SIS

PO\S

1 25-\-

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan




N

i3 | :

2|5 Bidang Tak Terduga

21 5] 1| | Kegiatan Kejadian Luar
Biasa '

2 5‘. 1| 2| Belanja Barang dan
Jasa:

| - Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

215| 2| |Kegiatan.....................

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3| 1 Penerimaan Pembiayaan

3111 |SILPA

3| 1] 2| | Pencairan Dana
Cadangan

31 1| 3| |Hasil Kekayaan Nagori
Yang di pisahkan
JUMLAH (RP)

312 Pengeluaran Pembiayaan

i 32| 1| |Pembentukan Dana

Cadangan '

312} 2| |Penyertaan Modal Nagori

e

JUMLAH (RP)

T
T
.

|

—— DISETUJUI OLEH

NAS: ‘ SAMINASI "PANGULU
SKAH.IN! TELAH DIEKSAMINA '
lquEH KABAG, HUKUM SETKAB. ...........................
SIMALUNGUN
NCHMOR: a2p|tug -221S ) | - D |
TANGEA, s ~ (eemre e )
2% - | -~ ool\S /

BUPATI SIMALUNGUN,

Dto
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'Lampirén XII : Peraturan Bupati Simalungun

~ Nomor : Tahun 2015
* Tanggal .1 . Januari 2018
Tentang : Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan
dan’ Belanja Nagori
Tahun Anggaran 2015

+ + 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja -
- Nagori (Semester Akhir Tahun) '

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NGORI T

SEMESTER AKHIR TAHUN .
PEMERINTAH NAGORI .......... e
TAHUN ANGGARAN.............
KODE - URAIAN JUMLAH | JUMLAH | LEBIH/ | KET.
REKENI ANGGAR | REALISA | KURAN
R NG - AN SI G
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 0 .3 . 4
PINDAHAN SALDO o
(SEMESTER PERTAMA )
PENDAPATAN
1 Pendapatan Asli Nagori .

1

1

1]/ 1]1] |Hasil Usaha

1} 1} 2| | Swadaya, Partisipasi
dan Gotong Royong

1] 1| 3| |Lain-lain Pendapatan
Asli Nagori yang sah
112 Pendapatan Transfer
1[{2] 1] | Dana Nagori
2| 2| | Bagian dari hasil pajak
&retribusi daerah
kabupaten/ kota
1] 2| 3| |AlokasiDana Nagori
112} 4| |Bantuan Keuangan
X 1| 2] 4] 1| Bantuan Provinsi
# . | 1124 2 Bantuan Kabupaten / | ASKAH INI TELAN DIERSAMIAS)
v Kota OLEH KABAG HLAIIM SETKAS..
: SIMALUHGUH
1|3 Pendapatan Lain lain NOMOR: |20/l - opmpen
1[3| 1] | Hibah dan Sumbangan TANGGAL TYY
dari pihak ke-3 yang
tidak mengikat ' 23--20(¢ 74(
1] 3| 2| |Lain-lain Pendapatan ‘ :
Nagori yang sah

: JUMLAH PENDAPATAN




BELANJA

NN

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagori

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penghasilan
Kepala Nagori
Perangkat

dan

Tetap .

- Tunjahgan Kepala
Nagori.dan Perangkat

- Tunjangan Maujana

Operasional Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa

- Alat T{ilis Kantor

- Benda"POS

-Pakaian Dinas

dfan
Atribut . :

- Pakaian Dinas

- Alat dan
Kebersihan

Bahan |.

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn
Telepon '

oy '

Si%
s

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi -

- Mesin TIK

Operasional Maujana

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan .

- Konsumsi Rapat

2

5T
- Pen'ggé;daan ’ -i\.u..’.-';Nt'TEI’.AH“ DlE'KSAhilNASI'
- Konsumsi Rapat OLEH KABAG, HUKUW SETIKAE.
- dst “ SH IML‘L;‘.-'J{;aU;é _

................................ NCHOR:  Jo (Ui~ 2008
TANCGAT PERAF—
e y )
2 Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Nagori

122 -\ - K)UC 7‘(




@

2 Perbaikah Saluran Irigasi

2 BelanjaiBarang dan jasa
- Upah Kerja
- Honor .
-dst..ccvuniinnnnnnnnns

2 Belanja Modal

- Semeni}

| - Material

Pengaspalan jalan
Nagori

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Kerja

- Honor

-----------

Belanja Modal:

- Aspal

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

BelanjaiBarang dan
Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan,Pelatihan

- dst., S STTTYITeIY

i G
-

' NASKAHHNITELAH DIEKSAMINASL
2 Bidang Pemberdayaan OLEH KABAG,|HUKLIM SETKAB.
Masyarakat SIMALUHGUN
2 Kegiatan Pelatihan o el - 200
Pangulu dan Perangkat L peRaAR

2 Belanja Barang dan i /4(
Jasa: 22 -\-20(c | i
- Honor pelatih T
| - Konsumsi
- Bahan pelatihan
-dst..iiiiiiiiinn,




2| 5 Bidang Tak Terduga

21 5] 1| | Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

2] 5| 1] 2| Belanja Barang dan
Jasa.

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

1 1| | SILPA

1] 2 Pencairan Dana
Cadangan

- w|w{w|w
e~

w
et
[€)

Hasil Kekayaan Nagor1
Yang di pisahkan

JUMLAH (RP)

3} 2 Penge luaran
by
Pemblayaan

3| 2| 1| | Pembentukan Dana
i Cadangan

' 13]{2[2| |Penyertaan Modal Nagon

JUMLAH (RP)

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI : ' DISETUJUI OLEH

OLEH KABAG, HUKUM SETKAS, ' PANGULU.....c.oiviiniens .
SIMALUNGUN . o .

. INOMOR: o~ /e oo(s b TTD

" TANGBAL PiE AR o (venene . )

- (-20(S 7%/ N ~ 'BUPATI SIMALUNGUN,

I
Dto

J.R. SARAGIH




A Lampiran XIiI : Peraturan Bupati Simalungun

. Nomor : Tahun 2015
: : . S ' Tanggal . *Januari 2015
. ‘ Tentang : Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagori
Tahun Anggaran 2015

(3) LAPORAN  PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI . PELAKSANAAN

APB-Nagori
AMEANG PEMERINTAH NAGORI .....ooovonrenren,
AMBANC KECAMATAN <...oovornneereerene.

- KABUPATEN ..ocovveverennnnn.

NOMOR ............ TAHUN..........
l TENTA N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI.........
TAHUN ANGGARAN ..................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGULU ..... eeere e ,
3.2 Menimbang : a. ‘bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati
TR Simalungun Nomor ... Tahun ...... tentang .........cooeeees )
- Pangulu wajib menyusun Peraturan Nagori tentang
'WASKM iNI TELAH DIEKaAMINASI Laporan ‘ Pertanggungjawaban Reali%asi
" OLEH KABAG, HUKUM SE ETKAB.
; s,MALuwsUN
R 20 (b - 2015 : |
T TANGGAL PARAF b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
’ 7£( pada huruf a perlu membentuk Peraturan Nagori

‘231 20

ceeriereneen.. tentang laporan ...l

Mengingat : 1. Undang - Unddng Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
, Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten.
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera: Utara-

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1092); : :

- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,

ri Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);



i)

A
]

3. Undéng—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik -
;Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara -
Republik Indonesia Nomor 5234);

S.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagori
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); -

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014° tentang Pemerintahan °
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norior 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 .
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang - Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7.Peraturan ' Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Nagori (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik.
Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Nagon Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik.
Indonesia Nomor 5558); .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Nagori

SHAT 'Nl TELAH mchAMINAS.

OLEH KABAG, HUKUM SETKAB,

11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Nagori (Lembaran Daerah.

Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 13 seri.”D”

(S22 .t Nomor:13);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Slmalungun Nomor 14 Tahun

ilMALUM:U\l
R
TANGGAL RARAF
22-. 208 f(

L

2006 tentang Keuangan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2006 Nomor 14 seri SD” Nomor 14};

13. Peraturan Daerah Kabupaten Slmalungun Nomor 17 Tahun.
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Simalungun . (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2008 Nomor .17 Seri “D” Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun
2014 tentang -Perubahan keempat atas Peraturan ‘Daerah
Kabupaten Simalungun Nomor 17 ‘Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun
“Tahun 2014 Nomor 3 Seri “D” Nomor 3 ) ;




3 . Peraturan Daerah ‘Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

k Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran

e Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 20 14 Nomor 6 Seri D
S : Nomor 6);

T

. ki 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 o

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam. Negen Nomor 30 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pémerintah Kabupaten ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
tentang Pedoman Administrasi Nagori; .,';',
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Non;1pr 59 Tahun 2007
' tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 -
. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Perdaturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 tentang
* Periibahan Kedua Atas Peraturan Bupati’ Slmalungun Nomor 3 .
) Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja .
7 Pada Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten
i‘ * Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalugun Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 01 Tahun 2015 tentang
Penétapan Besaran Alokasi Dana Nagori , Bagian dari Hasil -
. ’ Pajak dan-Retribusi Kabupaten S1malungun (Berita Daerah
Kabupaten Simalungun Nomor 237 ); ‘
10. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 02 Tahun 2015 tentang
Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Pemerintah Nagori dan
Besaran Tunjangan Pemerintah Nagori dan Maujana se-.
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah
. Kabupaten Simalungurn Nomor 238 );
11. Peraturan Bupati Simalungun Nomor ..... Tahun 2015 tentang
Dana Desa di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015
(Berita Daerah Kabupaten S1malungun Nomor .... );

Dengan Kesepakatan Bersama

- BADAN PERMUSYAWARATAN NAGORI ...................
Bt DAN
o PANGULU ....cccovvivvnananns
' MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGORI " .o.icee.
.A TENTANG  LAPORAN  PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN

o ' PENDAPATAN DAN -~  BELANJA  NAGORI.

i NASKAHINITELAHDIEKSAMINASI f  oveeeeeeeeeienneennn, ... TAHUN ANGGARAN 20........ MENJADI

OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. PERATURAN - NAGORI  .ccoocootbiivnininn, TENTANG-

_ IMALUNGUN . LAPORAN  PERTANGGUNGJAWABAN ~ REALISASI

NOMOR: Joftge-2otc 1" PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN

ANeoAL | PARAF }'. DAN BELANJA NAGORI ... P e.. TAHUN
Py /4/ " ANGGARAN 20........

S22~ 220N ' .

/4




i)

Pasal 1 _
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori Tahun Anggaran ...... -dengan rincian
sebagai berikut: . .
1. Pendapatan Nagori o Rp.iis

2. Belanja Nagori - v

a. Bidang Penyelenggaraan Pgmcrintah Nagori

Rp.cciiineannies i ..........
b. Bidang Pemb;ﬁgunan , . Rpeciviiviiiiiiiiiin,
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 133 o NPT UPP
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat . Rpiiiiiiiiieeen
e. Bidang Tak Tej RD.eouuiinineinersenseenne,
Jumlah Belanjai‘!iz" _ RD.siesitienienaensensennns
Surplus/Defisit _ “ Rp e
3. Pembiayaan Nagoﬁ
a. Penerimaan Pembiayaan : _ Rp. ...... ST T
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ciiiniiiiiniiiennee.
Selisih Pembiayaan (a—-b ). Rp i
~ Pasal 2

Uraian lebih lanju"tf" mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagori sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum ‘dalam lampiran
Peraturan Nagori ini terdiri dari: | '

1. Lampiran I :Laporan Pertanggun.awaban Reahsas1 - 'Pelaksanaan

APBN agoriTahun Anggaran ......... ;

2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Progra;n Daerah yang masuk
+ke Nagori.

‘? Pasal 3 5
Lampiran—lampiraﬁ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagori ini.

isKAHINI TELAH DIEKSAMINASI |
'OLEHKABAG, HUKUM SETKAB. ~
W LuNGUR

" ARGGAD

S /4/




RTY

E)]

L ]

Pasal 4

Peraturan Nagori ini{f»:mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

. Agar setiap _oran'é, dapat mengetahui, memerintahkan bengundangan

? Peraturan Nagori ini dalam Lembaran Nagori  dan berita Nagori oleh

Sekretaris Nagbri.

il

SAMINAS
T SSKAH INITELAH DIEKSAM
OLEH KABAG, HLii Ul SETKAB.
S SIMALURGUN

' ‘ | seuor:  20(Waie 20

o o :h,mGAL © PARAF

2 -\- 208

a 4
®
+
j
- it
sl
BN
13
¥

Ditetapkan di ..........
Pada tanggal .................

PANGULU oo

BUPATI SIMALUNGUN,
Dto

J.R. SARAGIH
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ar Lampiran XIV : Peraturan Bupati Simalungun
oy ‘ Nomor ‘Tahun 2015
Tanggal Januari 2015

Tentang.

: Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagori
Tahun Anggaran 2015

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB-NAGORI
PEMERINTAH NAGORI ..................

TAHUN ANGGARAN...

.....................

KODE
REKENIN
G

URAIAN

1
{REALIS
~ ASI

(Rp.)

LEBIH/
KURAN
G

(Rp.)

KET.

1

2

4

S

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Nagori

Hasil Usaha

et [t [t |
b

Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong

Lain-lain Pendapatan Asli
Nagori yang sah

Pendapatan Transfer

Dana Nagori

i
N NN
N

Bagian dari hasil paJak
&retribusi daerah
kabupaten/ kota

Alokasi Dana Nagori

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

A
SN
INENENIS

Bantuan Kabupaten / Kota

Pendapatan Lain lain

—
Ww

Hibah dan Sumbangan dari
pihak ke-3 yang tidak
mengikat -

Lain-lain Pendapatan
Nagori yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Biddng Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagori

#AGKAH INFTELA
 QLEH KABAG

LiCUM SETKAB

H D!EK?AMIP\ASI

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan '

SIMAL

HetR

e 'OR: 20 it

hak- ¢ 20@

AI’KJ\JA[

l , "

22-1- 20

¥l

w4




LX

!Il

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala

Nagori dan Perangkat

- Tunjangan Kepala Nagori|

dan Perangkat

- ’I\ml]angan BPD

Operasional Perkantoran

NN

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian
Atribut

Dinas

dfan

- Pakaian Dinas

- Alat - dan
Kebersihan

Bahan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

BelanJa Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

s £} A .

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Komsumsi Rapat

=dst o

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Nagori

i SRAH INT TEL

DIEKSAMINA

Perbaikan Saluran Irigasi

ULEH KABAG, HI;

KLY N

KUl SETKAS,

Belanja Barang dan jasa

QIR AL 1L
alidray1 sy

AL

- Upah Kerja

.
AL ()

ISRy

- Honor

. ' A.\';\AF

A/

- dst,........... eeeennn

Belanja Modal
- Semen '




"‘.
<
: j

- Material

Pengaspalan jalan Nagori

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

-dstm

Bidang Pembinaan
Kemagyarakatan

Kegigtan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat .

Kegiatan Pelatihan Kepala
Nagori dan Perangkat

Belahja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

Bidang Tak Terduga

Kegidtan Kejadian Luar
Biasa

wASRAM INI
OLEH KAB

TELAH DIEKS
AG, HUKUM &

n‘J\M’NASf
ETKAR.

Belanja Barang dan Jasa:

MALUNGUN

- Honor tim

$
NOMOR E—‘t& un

TANGGAL

- 120s

- Konsumsi _ PAlEAF
- Obat-obatan . 74(

“dSti i, 220
Kegiatan.......co..cceevvenannn..,




JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT
3 PEMBIAYAAN
. |31 Penetimaan Pembiayaan
4 131 1] |SILPA?
131112 Pencairan Dana Cadangan
- 13(1(3 Hasil Kekayaan WNagori
Yang di pisahkan
JUMLAH (RP) L
312 Pengeluaran Pembiayaan
y 13121 Pembentukan Dana
Cadangan
312 (2 Penyertaan Modal Nagori
JUMLAH (RP) '
- Pembiayaan Netto
ke (PENERIMAAN
. PEMBIAYAAN : -
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN )
- SILPA tahun - berjalan
(SELISIH ANTARA
é : : PEMBIAYAAN  NETTO
o DENGAN HASIL
Iz - SURPLUS/DEFISIT)

[ aiH INITELAH DIEKSAMINASH TANGGAL ......... E S T
OLEH KABAG, HUKU# SETHAB. : 4 ,

SIMALUNGUH v Pangulu .....iiieeeeeeeee.
NOMOR: 20 [Muk-20le 1 -

U RNGGnL, ¢ PARAF

i . wt ! . . iy
5 23-\-20lS / ! L e R

4

BUPATI SIMALUNGUN, -

Dto

¢!

. | | : - J.R. SARAGIH




Lampiran XV : Peraturan Bupati Simalungun

" Nomer : Tahun 2015
i _ Tanggal : - Januari 2015
o Tentang : -‘Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagori
Tahun Anggaran 2015.

LAPORAN KEKAYAAN MILIK NAGORI
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

-

- URAIAN TAHUNN - TAHUN N-1
: -(Tahun Periode (Tahun
Pelaporan) Sebelumnya)

I. ASET NAGORI .
- A. ASET LANCAR
1. Kas Nagori .

a. Uang kas di Bendahara Nagori
‘ b. Rekening Kas Nagori
P 2. Piutang

1. Piutang Sewa Tanah

2. Piutang Sewa Gedung

3. Persediaan
a. Kertas Segel
b. Materai

JUMLAH ASET LANCAR

- B. ASET TIDAK LANCAR
a. Investasi Per,manen

y i. Penyertaan Modal Pemerintah
i . Nagori ' :
b. Aset Tetap
- Peralatan‘dan Mesin ‘ A
_ i - Gedung dan bangunan NASifAH INI TELAH DIEKGAMINAS!
2 ' - _ OLEH KABAG, HUKL# ETKAR,
L - Jalan, Jaringan dan Instalasi SIMALUNGLY
- dstu...... NOROR: ooy | ke deo)
' : TANGGAL PARAF
c. Dana Cadangan

i. Dana Cadangan 1 23-1-201¢

d. Aset tidak lancar Lainnya

JUMLAT ASET TIDAK LANCAR
JUMLAH ASET (A + B] -

!II KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
I~ JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - 1II )




)

.......................

BUPATI SIMALUNGUN,
Dto

J.R. SARAGIH

Penjelasan tabel:

1. Aset nagori adalah barang milik nagori yang berasal dari kekayaan asli
nagorz, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Peridapatan dan Belanja

 nagori atau perolehan halk lainnya yang sah.

2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah nagorl bazk yang disimpan di
Bendahara nagori maupun. di rekening kas nagori.

3. Piutang nagori adalah tagihan uang nagori kepada pihak yang mengelola
kekayaan nagori;.antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan
dilunasi dalam.;waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak
ditetapkannya kerjasama tersebut.

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang mlhk: pemerintah’ Nagori’
yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga
dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito. giro.

5. Aset nagori tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah nagori dan

aset tetap milik nagon antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

| ~ 6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran. :

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh
Pemerintah.

8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan i kewaﬂban pemerintah
Nagori.

&3
i

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APB— nagori khususnya pada
pemblayaan t1dak dibuka peluang untuk pmjaman

L SR INI TELAH DIEKSAMINASI
OLER KABAG, HUKUM SETKAB.

§t.3 MALURGUN
NQMQS? Q@{ &UK-QO\S
TAN ('i'l.“a"i.:'. PARAF

23-1-20€ 1 /‘4(




Lampiran XVI : Peraturan Bupati Simalungun

- Nomor
Tanggal
Tentang

Tahun 2015

Januari 2015 _

: Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagori
Tahun Anggaran 2015

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE NAGORI

Tanggal ..
i g
‘&\Ia_gori errreeeeeeria
Kecamatan ...
Kabupaten @ ...
;No Jenis Lokasi Rincian Volume | Satuan | Sumber “Jumlah
"| Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Dana - (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan
(1) Ko Rp.
SR INE TELAR DIEKSAMINASE
OLEH KABAG, HUK:iM SETKAB.
1 SIMALUNGUN
NOMOR: 20 (&\\:)F -90(C
NGGAL PARAF
Sub Total Jenis Kegiatan h
(2) Rp.
‘i Sub Total Jenis.Kegiatan
‘ (3) ' Rp.
Sub Total (4) Rp.
Total (1 s/d 4) Rp.
: tanggal,



(X3}

”

Il

NASHAH 191 YELAS DIEKSAMMAS
O£ KABAG, SUKL
; SUMAL LRI

SETKAB.

CROMGR: 20

Huk- e

4
T
; ANSG AL

PARAS

_IE

B-l-20is

BUPATI SIMALUNGUN,
Dto

J.R. SARAGIH
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FORMAT 'PERMOHONAN PENCAIRAN ADD TAHAP I
ALOKASI DANA NAGORI TAHUN ANGGARAN 2015

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN (SPP) ADN TAHAP PERTAMA | l 40 %)

‘Nomor :
Nagori
Kecamatan
Kabupaten . : Simalungun
Propinsi : : Sumatera Utara
Nomor/Tgl
Pada hari ini - tanggal - Bulan ' Tahun 2015, kami yang bertanda tangai
di bawah ini: ' : ’ ’ .
1. Nama )
Jabatan : PangUIu . R ,\.:,“‘l\\h H . AT ‘5'_':',::,"\'\3': ,.’:iNASl
Kecamatan : _ ' OLEH KABAG m e isr;'a'iiAB.
: . ; ‘ ‘:h‘m :
2. Nama : - NOMOR: ;lo( {u‘; 9-0\?
Jabatan : Bendahara TANGUAL '
Kecamatan : , o jﬁ(
23-4- 200¢ ;
Dengan ini bersama-sama melakukan persiapan bahwa: 4
1 Pelaksanaan ADN untuk Nagori ............ Kecamatan ........ Kabupaten Simalungun

Kegiatan ADN Tahun Anggaran 2015

2 Telah ditetapkannya APB-Nagori dan telah terpenuhinya persyaratan teknis dan administrasi maka
kami mengajukan pencalran dana dan ADN tahap PERTAMA I - (40%) dari Pagu sebesar Rp.
dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori ' Rp.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori Rp.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat . _ Rp.

e. Bidang Tak Terduga . : Rp.
Jumlah ' -

Dengan dilaksanakannya pembayaran penarikan dana ADN tahap PERTAMA besar

( “'l'll;l QQQQQQQ ttessasans ssststgssasnen se8ssasnee 4488000051883 008RRL8EC0ERETECERTUNNNENES )

untuk pembiayaan APB-Nagori maka Pangulu dan Sekretaris Nagori harus bertanggungjawab sepenuhnya.
Demikian Berita acara ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANSUIU .eceererrercncseranenssnsancensans .. : Bendahara ..............

DIKETAHUI :




v

)l

ALOKASI DANA NAGORI TAHUN ANGGARAN 2015 ,
SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN (SPP ADN TAHAP KEDUA 1l {40 %
Nomor :

Nagori

Kecamatan _

Kabupaten : Simalungun
Propinsi , : Sumatera Utara
Nomor/Tgl

Pada hari ini ' tanggal Bulan : Tahun 2015, kami yang bertanda tangan

di bawabh ini:

1. Nama _
Jabatan : Pangulu
Kecamatan :

2. Nama
Jabatan : . Bendahara
Kecamatan :

Dengan ini bersama-sama melakukan persiapan bahwa:

1 Pelaksanaan ADN untuk Nagori ............ Kecamatan ........ Kabupaten Simalungun telah siap untuk
melaksanakan Kegiatan ADN Tahun Anggaran 2015 ' ’

2 Telah ditetapkannya APB-Nagori dan telah terpenuhinya persyaratan teknis dan administrasi maka kami
mengajukan pencairan dg@a dan ADN tahap KEDUA  (40%) dari Pagu sebesar.-Rp.
dengan rincian penggunéfih dana sebagai berikut : ' B

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori ) Rp.

a.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori Rp.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan - Rp.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ’ Rp.

e. Bidang Tak Terduga : Rp.
Jumiah ' ' '

-

Dengan dilaksanakannya pembayaran penarikan dana ADHM tahap KEDUA besar

{. ’ .- aees)
untuk pembiayaan APB-Nagori maka Pangulu dan Sekretaris Nagori harus bertanggungjawab sepenuhnva.
Demikian Berita acara ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

wASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI

o= 172 |1 OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. § Bendahara reesesmssesmaaesesssaasens

SIMALUMG UN

MATERAI 6000 NOMOR : SOMSE;ZO[S
: TANGGAL FARAF |

23- \-2015 /

DIKETAHUI :




¢ -% ALOKASI DANA NAGORI TAHUN ANGGARAN 2015
s e . X
: : SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN AMTAH_AP' KETIGA 1ll {20%)
' : Nomor :
~ Nagori
«. Kecamatan : ,
« Kabupaten : Simalungun '
Propinsi : Sumatera Utara
.. Nomor/Tgl
Pada hari ini tanggal S Bulan T;f;hun 2015, kami yang bertanda tanga
di bawabh ini: ' & :
.
1. Nama :
Jabatan : S Pangulu
Kecamatan: h '
- . 2. Nama
Jabatan _ : Bendahara
. ‘ Kecamatan : '

Dengan ini bersama-sama melakukan persiapan bahwa:

1 Pelaksanaan ADN untuk Nagori ............ Kecamatan ....... Kabupaten Simalungun telah siap untuk
- melaksanakan Kegiatan ADN. Tahun Anggaran 2015
“ 2 Telah ditetapkannya APB-Nagori dan telah terpenuhinya persyaratan teknis dan administrasi maka kami
i ~ mengajukan pencairan dana dan ADN tahap KETIGA lll (20%) dari Pagu sebesar Rp.
- dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :

¢ : ..
' a. Bidang Penyeleriggaraan Pemerintahan Nagori ' ~Rp.
. b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori - - ' Rp.

' ; C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan . Rp.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ) Rp.

e. Bidang Tak Terduga - “Rp.

Jumlah

Dengan dilaksanakannya pembayaran penarikan dana ADN tahap KERUA besar

&fz&( ---------------- esseavess eseensncsnnns evscssenssaas un-.-..-n-.n-.-u-..-.n.-u..---!n-.) , . ‘
. untuk pembiayaan APB-Nagori maka Pangulu dan Sekretaris Nagori harus bertanggungjawab sepenuhnya.

Demikian Berita acara ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_:;'-:l'*e;;'».H INITELAH DIEKSAMINAS!
OLEH KABAG. HUKUM SETKAB.

or . Pangult ... S ireeeresaseranes b . SIMALUMGUN -8 ‘Bendahara ..o
B e R 76 MR 7 y
s «wn“. R, Aamg_‘Q.L “&O

- TARESAL PARAF

28 “'l - QO(S / . ,;l

DIKETAHUI :

]

—




BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

Pada Hari ini .......... tanggal ........... , bulan .......... tahun Dua ribu lima belas, ‘

- kami warga Nagori . ......... , Kecamatan  ....... O Kabupaten Simalungun, telah

- rhengadakan musyawarah dalam rangka menetapkan jenis—jenis‘usulan dari Alokasi

Dana Nagori. Tahun 2015 (daftar hadir terlamp1r) dengan hasil sebagal berlkut

~1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori

a. Kegiatan ...00.............
'b. Kegiatan ..............
c. dstro..ciiennen.
' 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagorl
a.” Kegiatan ..................
b. Kegiatan ..............
C. dstr...ceenvinnennen.
. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan MALKAR NI T ir s, - CINASH
Kegiatan .................. OLeH KABAG, HUK JH SETHAB.
; a. Kegiatan .............. : S"IMALUN‘—U’_"
o bodStro.... | “0':{'03{‘; 20[4ue 2015
“. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ":“NG’"’A%-: : PARAE
g Kegiatan ....c............. ‘ . /4/
; c. Kegiatan ....... e ' g2 - 2018 :
L dStr e 7

5. Bidang Tak Terduga

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat diguriakan seperlunya.

Menyetujui : _
Ketua Maujana s . Pangulp Nagori ......... ,




wid)

Hari/Tanggal

Pukul

Tempat

Acara

DAFTAR HADIR

No

Nama

J abatan.‘

Alamat

Tanda
Tangan

OO0 =TV OO [N [

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

ey

24

ML TELAH DIEKSAMINAS

L
—

25

o EH KABAG, HUKUM SETKAB

26

' 5,\MALUN_GUN—

27

womor:  20(Uyk ~20(%

28

f’“mmsAL % PRRAT

30

231205 1/

Diketahui :
Pangqlu Nagori........

Menyetujui

Pangulu Nagori........

. Pembuat laporan,
-Sekretaris ............




